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P AAMIRAN

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

"

a.

TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2022 Nomor 13);
bahwa berdasarkan ketentuan huruf C. angka 1 point c. 2) (b). v
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 ditegaskan bahwa apabila pendapatan
daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus
tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan,
Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus
dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
bahwa sesuai dengan ketentuan huruf D. angka 1. point ad. 5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggara 2022 bahwa pergeseran antar objek dalam
jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar
sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui
perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa...
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. bahwa sesuai dengan ketentuan huruf E. angka 12 Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggara 2022 bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke
daerah yang penggunaannya sudah ditentukan tidak sesuai dengan
petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan
penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Paraturan Bupati Nomor 01
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan...
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Periturnn  Pemerintnh - Nomor - 55 Tahan 2005 Aentang i
Perimbangnn (Lembirnn Negara Republile Indonesin ‘Tuhian 2004
Nomor 17, Tambahoan Lembiran Negara Repblile Indonesios Homar
ABTH);

Peraturan Pemerintnh Nommor 710 Tuhan 2000 tentang  Standar
Alcuntansl Pemerintahinn (Lembaran Negaen Repablile Indonesia Tahian
2010 Nomor 123, Tawmbahan Lembarann Neggen Republike Indonesi
Nomor Hh16h);

Pernturan Pemerintuh Nomor 12 Tahan 2019 tentung Pengelolaan
Keunngan Daerah (Lembiran Negaon Republike Indopesio Tuhun 2019
Nomor 42, Twmbuhan Lembaran Negarn Republile Indonesin Nomor
0:322);

. Pernturan Presiden Nomor 104 Tauhun 2021 tentang Rincian Anggparan

Pendupatnn dan Belanjn Neganra Tahun Angggrnn 2022 (Lembaran
Nepnra Republile Indonesin Tahun 2021 Nomaor 200),

Pernturan Menterl Dalom Negerl Nomor #0 ‘Tahun 2015 tentang

Pembentukan  Produle Hukoam  Daernh (Berita Negara Republik
Indonesian Tahun 2015 Nomor 2030) sehagaimana telah dinbah dengan
Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 120 Tahun 2018 tentang,
Perubnhan atus Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor #0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Huleum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknin Pengelolunn  Keunngan  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesin Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggpran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tauhun 2021
Nomor 926);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Kaubupaten Karo (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo ‘Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03) sebapgnimana telah  diubah  dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daecrah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Dacrah Kabupaten Karo (Lembaran Dacrah
Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanjn Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Dacrah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo
(Berita Dacrah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 38);

Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanjo Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Dacrah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2022
tentang Penjubaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Angguran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022
Nomor 13);

MEMUTUSKAN...
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Karo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
(g Rp. 1.337.392.398.856,00 yang bersumber dari :

a.
b.
c.

A

Pendapatan Asli Daerah;
Pendapatan Transfer; dan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

()

(3)
g

Pasal 8

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.133.049.587.632,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebesar Rp 1.097.880.954.000,00.

Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp. 35.168.633.632,00.

3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A, sehingga
e berbunyi sebagai berikut:

(1)

()
3)

Pasal 9A

Pendapatan Tranfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
sebesar Rp. 35.168.633.632,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
b. Bantuan Keuangan.

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar
Rp. 32.168.633.632,00.

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp. 3.000.000.000,00.

4. Ketentuan...
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4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 1.354.875.391.402,00 yang terdiri atas :

Belanja operasi;

Belanja modal,

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

poop

5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 12 diubah, schingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 12

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a
direncanakan sebesar Rp 948.557.762.247,00 yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 591.774.818.553,00.

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 281.838.150.818,00.

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.72.140.842.876,00.

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp. 2.803.950.000,00.

6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)
direncanakan sebesar Rp 591.774.818.553,00 yang terdiri atas:

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 380.189.456.897,00.

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 92.251.245.054,00.

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp.92.691.168.848,00.

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp Rp 14.306.390.450,00.

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp 485.677.304,00.

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 600.880.000,00.

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan
sebesar Rp 11.250.000.000,00.

®re a0 op

7. Ketentuan.,.,
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£ Retentuan ayat (1), nampai dengan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai
bertkat:

Panal 14

(1) Angparan belanga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)
divencanakan sebesar Rp 281,838, 150,818,00 yang terdiri dari :
o belania barang,
b belanga josag
¢ belanga pemeliharaan;
d. belana pegalanan dinas; _ :
s belanjn uang  dan/atau jasa untuk  diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/maayvarakat; dan
. belanga barang dan jasa BLUD,
(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 03,007 200,835,00,
() Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 120.179,008,729,00,
() Belanja pemeliharann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 33.520,0989,154,00,
(5) Belana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 50,779,526,649,00.
(0) Belanjn  uang  dan/atau  jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
[ Rp 3.038.365.975,00,
S (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 10.620.053.476,00.

-~

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) direncanakan
sebesar Rp 2.803.950.000,00 yang terdiri dari :
a. belanja bantuan sosial kepada individu;
b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.

(2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00.

(3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1,171.650.000,00.

( (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 132.300.000,00.

9. Ketentuan ayat (1), sampai dengan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan
sebesar Rp 127.142.089.315,00 yang terdiri dari :
a. belanja modal peralatan dan mesin;
b. belanja modal gedung dan bangunan;
¢. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. belanja modal aset tetap lainnya,

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 21.306.147.113,00.

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 22.763.252.100,00,

(4) Belanja...
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(4)
(S)

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 81.628.646,085,00,

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 1.426.044.,017,00.,

10. Ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (13) dan ayat (15)
Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(1)

(2)
(3)
(4)
)
©)
(7)
8)
©)

Pasal 18

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sehagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 21.306,147.113,00 yung terdiri atas:

belanja modal alat besar;

belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

belanja modal alat pertanian;

belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

belanja modal alat kedokteran dan keschatan;

belanja modal alat laboratorium;

belanja modal komputer;

belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;

belanja modal alat keselamatan kerja;

belanja modal peralatan proses/produksi;
. belanja modal rambu-rambu;
. belanja modal peralatan olahraga; dan
0. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 6.847.000,00.
Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.275.852.860,00.
Belanja modal alat bengkel dan alat ukur scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 920.000.000,00.
Belanja modal alat pertanian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp Rp 1.671.966.170,00.
Belanja modal alat kantor dan rumah tangga schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 3.542.332.904,00.,
Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 653.467.800,00.
Belanja modal alat kedokteran dan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sehesar Rp 3.646.007.367,00.
Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 1.929.441.921,00.

SR SR S0 A0 TP

(10) Belanja modal komputer schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan

sebesar Rp 4.672.168.491,00.

(11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 80.000.000,00.

(12) Belanja modal alat kesclamatan kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k

direncanakan sebesar Rp 21,477.600,00,

(13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf | direncanakan sehesar Rp 1.346,514,000,00.

(14) Belanja modal rambu-rambu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp 40,271.000,00,

(15) Belanja...
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11.

14.

(15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n
direncanakan sebesar Rp 209.800.000,00.

(16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o direncanakan sebesar Rp 1.290.000.000,00.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(3) direncanakan sebesar Rp 22.763.252.100,00 yang terdiri atas:
a. belanja modal bangunan gedung;
b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
¢. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 20.275.252.100,00.

(3) Belanja modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 888.000.000.

(4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 1.600.000.000,00.

. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 20

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (4) direncanakan sebesar Rp 81.628.646.085,00 yang terdiri atas:
a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;
c. belanja modal instalasi; dan
d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 68.319.565.420,00.

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 13.017.080.665,00.

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp 100.000.000,00.

(5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 192.000.000,00.

. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c
direncanakan sebesar Rp 11.260.029.768,00.
Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24
Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp. 18.482.992.546,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya.

15. Ketentuan...
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